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SEKRETARIS $..=-i:li
PEGAI!/A: IqEGE_i' i

r.{AN YANG MAHA ESA

rvIAI(ASSAR,

r:r dinas dapat dilaksanakan secara tertib,
;.lr&n dan bertanggung jawab, maka perlu\Lvslikel. Nomor 64 Tahun 201s tentang, Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota]r:mpinan DPRD, Anggota DPRD, pegawai

. ,regawai Negeri Sipil Kota Makassar, untuk
,. r d&fl penyempurnaan seperlunya;

,ertimbangan sebagaimana dimaksud pada
nenetapkan Peraturan walikota Maka.sa,
tas Peraturan walikota Nomor 64 Tahun
,rri Perjalanan Dinas bagi walikota/wakil
)aerah, Pimpinan DPRD, Anggota DpRD,
- serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota

tr 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
.i Sulawesi (Lembaran Negeri Republik
.9 lriomor 74, Negara Republik Indonesia

)rnor 28 Tahun I99g tentang
,ra yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
nbaran Negara Republik Indonesia Tahun
fambahan Lembaran Negara Republik
);

:gara Republik Indonesia Tahun 2OO4, r,embaran Negara Republik Indonesia

| 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan,
;;L;1g Jawab Keuangan Negara (Lembaran
:resio. Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
;blik Indonesia Nom or 44OO);
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5. Undang-Undang }Iomor L7 Tahun 2OOg tentang Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0g
Nomor 47, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2B6);

6. Undang-Undang Nrmor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pr.rsat dan Daerih, (Lembaian
}\egara Repurblik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L2G, iambahan
Lembaran Negara Ftepublik Idonesia Nomor aaog;

7. I-Tniang-Uncang i\i)Irtor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Peruncie ng-undangan (Lembaran NEgara Republik
lnoonesia -iahun 2 I1 1 Nomor 82, Tambahan l,embarat Negara
Republix Indonesia Nomor S23ah

8. IJnciang-Uncang r\r;rnor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
iiiegara (Lembaran l\iegara Republik Indonesia tahun ZO1+
Itlomor" 5, 'iarnbal an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ca9a);

9. trJniairg-Uaciang irltimor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
liaerah (r-ernoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor' 2+4, 'i'ambiihan Lembaran Negara Republik Indonesia
l\ornor 558'7) sebagerirnana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor f ieihu n 2O 1 5 tentang Perubahan Kedua Undang-Unaang
i'jorncr' )ij 'iali;n 2ii4 (Lembaran Negara Republik Indonesia
i'ahur: 2u15 ricmcr' 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
i ;rcones-a. iricinor' 5t:'/9) ;

10. l,indang-{-Tnciang hlornor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi
iremerini-ahan (l-,enlbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2C .1-4 h.. 'lrricf 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Inc"one sia i\cr-r-ror 500 1);

11. lnsti'.rnsi Piesiden ,rlomor 5 Tahun 2OLI tentang Perjalanan
Lrinas j-,'-r!rr -\e.lcrt;

L2. Peraturain Pe rnerinrah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
i\kt-ti-r ta;isi tren:erini ahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
'ianun !ir*)05 irjomcr 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
iridcnesia ,\orn cr 4: 03);

13. Feraturan Femerirrtah Nomor s8 Tahun 200s tentang
Psrige'cl?-ii::.lle'.rangan Daerah (Lembaran Negara Republik
l:ldcrre s'a i'zi-r.1,-;r\'2CjC5 Nomor L4A, Tambahan Lembaran Negara
xep u oiir< incioriesia l\omor a57 8l;

14. ileral:u,:ei-, Per::erint,rh Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Fenyusunan c.ar: Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ll.emlraren i\legara I'.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
'iambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

i5.:rcrirui:-rr Perr:erii:tah Nomor I Tahun 2006 tentang Laporan
I{euiangan 'Jar: Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



'ahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
onesia Nomor a6lfl;

,ih Nomor 71 Tahun 2OlO tentang Standar
:-nan (Lembaran Negara Republik Indonesia
:,23, Tambahan Lembaran Negara Republik
i q\.
r/\J),

rrlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
;, jl Keuangan Daerah sebagaimana telah
-an peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

":;it&flg Perubahan Kedua Atas Peraturan
:-i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
,, a Daerah;

,liam Negeri Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang
,)inas Ke Luar Negeri Bagi PejabatlPegawai
'rterian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah
.-,nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

; -io.riga"n Nomor 1 13/ PMK.05 l20 12 tentang
;;iio.rrr Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
rdak Tetap;

Dalam Negeri 1 Tahun 2OI4 tentang
: F{ukum Daerah;

.,: -r,rr"og&n Nomor 1 64 IPMK. OS /2OL5 tentang
an Perjalanan Dinas Luar Negeri;

:'.I?irr Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang
:ilu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 52

.r1"ng Pedoman Penyusunan Anggaran
:: i-'ranja Daerah Tahun Anggaran 2015

;,rbiik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1893);

iiuiawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2015
-eis Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

- i tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
.an Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

-:ri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil
.,""rF Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
';. Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 20 15);

, Sulawesi Selatan Nomor 2550/XI/Tahun
;al:an Kedua Atas Lampiran Keputusan
:iaian Nomor IOTO /V/Tahun 2OL5 tentang
::-iu.&o Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
-.a,,lr Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

.,:;ri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil
<up Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

: ;rrror 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
,,:rsan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

r-laerah Kota Makassar Nomor 5 tahun



26.Peraturan Daerah iota Makassar Nomor 3 Tahun 2AOg tentang
Pembentutr<an S us unan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Makassar (Lembar;?"o Daerah Kota Makassar Nomor g Tahun
2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Makassar l\omor 7 Tahun 20 13 tentang Perubahan Kedua
ireratuirar:l llaerah i(ota Makassar Nomor 3 Tahun 2OOg tentang
irernber: t-ukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
iVlai<assiL;" 1',etnbai,i"it Daerah Kota Makassar Tahun 201g
Iriomor 'l i;

27 . Peraiuren l)aerah 'Nomor 4 Tahun
Fengeloiaan Keuangan Daerah
Malcassar: Tahun 2()09 Nomor 4);

2OO9 tentang Pokok-Pokok
(Lembaran Daerah Kota

28. rreraturan rl,/arikote Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang
Sisten can Prose<rur pengelolaan Keuangan Daerah (Berid
i)aeran Kota lltaKassar Tahun 2009 Nomor 66).

I 'n i:f;,lr:: If.*".T*-,ffi".u;:d:#d:"ffH,3fl'f,#::T5
'' ahr rn l'-, 1:-r.

30. Feraturiln Walikcta Makassar Nomor
llisten: l:,an Prosedl:r Akuntansi Kota
it Cr::o:' "i:j -l':.-nuu 2l ,4);

29 Tahun 2OL4 tentang
Makassar (Berita Daerah

31. Feratllran \I/alikota Makassar Nomor 64 Tahun 2OL4 tentang
Fedornan Peryaiantin Dinas Bagr Walikota/Wakil Walikota]
sekreta::is Daerah, pimpinan DPRD, Anggota DpRD, pegawal
I' e ge ri S: ril Sei';a i{c r Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita
[)aei'an ,'.icnrcr 64 T:rhun 2OL4l,

Menetapkan :

sftEiviiu,l,lusKAN:

prfi$eATl; ieA,$'I \VALIIiCOTA MAKASSAR TENTANG pERUBAIIAN
ATAS PER.S.TUR.S'S]. lITALIKOTA TIOMOR 64 

"AilTT'N 
?,O84TE$TTANG ]IIEDC;MAN PEzuALANAN DINA' BAGI

$*TALIKLIT'A/WAKnt WALIKOTA, SEKRTTARIS DAERAII,
P]IIVtrPT]}IA$I ilJPRD, *'NGGOTA DPRD, PTGAWAI NEGERI SIPIL
slgit?*r i.,[o.ri tr$*iAli;]ill NEGERI SIpIt KOTA MAKAS'AR

pasal I
Beberapa ketentuan caiam ^)er"ntL,rar: 

rvalikota Makassar Nomor 64 Tahun 2015
S:9le_l*:*s Perjalarian Dinas sagi'valikota/wakil walikota, setretaris Daerah,
''mpm€ux 

D'KD' Anggota DFRD, pegawai Negeri-sipil serta Non pegawai Negeri sipiiKota Makassar (Berita Daerah Nor::or 64 rahirn zoi+;, aiuuar, .iu.?* u"ril.ut ,
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1' KetentuanPasal 8ayat(i) diubahse..'inggapasalgayat(1) selengkapnyaberbunyi
sebagai berikut :

Pasal E

(1) Piaya pedalanan. dinas bagi \r,'a.rikota/wakil walikota, sekretaris Daerah,
Pimpinan DPRD, Anggota DpRD pegawai Negeri sipil serta non pegawai NegeriSipil digolongkan dalam 6 (enarn) tingkatan-, yaitu:
a. Walikota/Wakil Walikota/pi:npinan DpRD;
b. Sekretaris Daerah. Anggcta ,)pRD;
c. PNS Eselor- II;
d. PNS Eselon III;
e. PNS Eselon IV;
f. PNS Golongan j'i/ deu: Ili:
g. PNS Goloirgan iI dan L

I' Ketentuan Pasai 9 ayat (1) diubah sehingga pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 9

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai bertkut:
a. uang harian;
b. uang makan;
c. biaya transport;
d. biaya penginaoan;
e. uang representasi;
f. biaya menjemput/ mengantar.. jenazah.

Ketentuan Pasal
berikut :

riya.t {3) diubah sehingga Pasal 10 ayat (S) berbunyi sebagai

Pa:sal 1O

(3) Biaya bahan ,eakar untuk perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan setiap
tahunnya ctengan lieputusan rMalikota tentang satuan biaya perjalhrian
dinas.

4. Ketentuan Pasal 1 1 avat
berikut :

diuban sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai

Fa sal 11

(1) Satuan uang represer:tasr sebai3aimana dimaksud dalam pasal g ayat (1)
huruf d, di tetapkan sebagai berikut:
a. Walikota/Wakil Walikotalpinrpinan DpRD;
b. sekretaris Daerah, pNS Eseic n II dan Anggota DpRD

q



5. Kc,tentuan .?*pi..r_.ll jj:bah sehingga _lampiran II berbunyi sebagaimanatercantum dalam rampiran yang me'rpafan uagiinyang tiaat te#is"ir*.r, a"rrg*Peraturan Walikota ini.

Fasal II
Peraturan Walikota ini rr,utai berlaku pada tanggal I Januari 2016.

*gqL :"tiul - orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan
walikota ini dengan menempatkannya c.alam Berita Daerah K;t" M;k;;*.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal U Desember ZOLl

WALIKOTA MAI(ASSAR,

MOH. RAMDIHN POMANTO

Diundangkan di Makassar
padatanggal t+ Desember 2015

SEKRETARIS DAERATT KOTA SfiAX{ASSAR,

IB SATEH
BERITA DAE

\
KOtrn MAKASSAR

/
TAHUN 2015 NOMOR 94

6



5. Ketentuan Lampiran 
.II _lylrh sehingga.lampiran II berbunyi sebagaimanatercantum dalam lam

peraturan Walikota ,fr:t* t.t* 
*erepakan bagian yang tiaat terpisaf*an-aentan

Fasel II
Peraturan Walikota ini mulai beriaku pada tanggal I Januari 2016.

$9L setiap 
- orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturanwalikota ini dengan menempatka""ya aru*-aerita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
padatanggal L4 Desember 2015

UTALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAIYIDIIAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal I4 Desember 2OL5

SEKRETARTS DAERAH KOTA MAItAssiAR,

BERITA DAE KOT4 MAKASSAR TAF UN 2OL5 NOMOR

"--/

94

6



LATfPTRAN

NOMOR
TANGGAT,

'rpTrTf IlrC

I PERATUFTAN WAI,IKOTA MAI(ASSAR
z 94 Desember 2OL5

z 14 Desember 2OL5
*FTTf?IF i-,{-: "rt-'i::-r:,-?Ti-: I}61- Tr? r i:t?.T 1^i.-Ii Ilil trf.]lr FI, PIMPINAN

..,_-a-.-._- -: - (
-T'r,! E? DADRAET

UE}AF{-,Ji

.tr'RAhIblPOFt'!.

'i $)i{10".r

1.,,..,)J.i,J. (r ;

1.l',,lilill(Ij'i

ITALIKOTA MAKASSAR,

I,"'".} ,J,.f+.BA'ffi lit

T\

i
l
Ii
I
I

l
t

I

-...rT-,_-

I i /,\ E-= A rl-i
; -/ r.:q I\ t:,. .\

trK.';Ei([J'llF'

Ei{S;trKL]TIF

Iusut-c;trtI ..-
I

IESELON

IlI

IV
1"-'"T::''
Garuda/Ekonomi

::1__'-'
KELAS 3

EiisEy;t j'j'lii BKSEKUTIF

4 BISNIS EKONOMI

5 PNS Gol III dan Gol IV Garuda/Ekonomi KELAS 4 BISNIS EKONOMI

6 PNS Gol I dan GoL II Gamda/Ekonomi KELAS 4 BISNIS EKONOMI

MOH. RAMDITAN POMANTO



, .. .

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL
T'FFTTA TTG

\\,) )I PERATURAII WALIK TA UAN/ISSAR
3 94 Desenber 2O15
. 14 Desenber 2015

lPERIr'EsIr'4FI,f,'1.AsFF!r.l''4.I\,"}>E]i',i,ii,,|:'Ilr;.!IDi}I.,-r'tl-cI1r,rALIIgoTil.Ti4r'Ii.w/'ii::iTA'gEKrl^E?ARIsDA'ER.f!II'
DAN! ..iiTC;GT}?A DP:RD, Ftr5.4wl.I I';EGi-*':I FTTII- SSRTA ITC}I{ PEGAITJAI NE{}E&.T SIFIL KOTA UAI(IISSAR.

r,- r "-: ,.': 1: rinn!.A 5: ll,1,r;;tr1 IIAERAH

a

I-:l
I

I
It
l
I

It

trIALIKOTA MAKASSAR,

FUo [ .TABATAN
I 

UDARTL

L

[ 
"aruda 

f ilisi,ir.
L_.
I

| '-' 
::;-iida / Eiilrrr i;r I i i

! Co ra"T"Uorro*,i

I rRANsPori.*-** -.--*IIrt
I l. | :7'1" t ,,iItRlDT..:f:._f-____
;..f
I l; r,;i,r\1, i [ trliS]iliU'r'lF-
! .-* _" l__ ._lt
I iil.j.iiS] [EKS]tiiU'i'lF'IF
lli KELAS2 [ EI{SE}{UTIF

IT

I_-_
F NARAT
l
F----: -
fi EKSEKTJTTF'

I

F EKSEKT.JTTF

r;;ffi;
4 ESELON IV Gamda/Ekonomi KELAS 3 BISNIS EKONOMI

5 PNS Gol III dan Gol IV Garuda/Ekonomi KEI.AS 4 BISNIS EKONOMI

6 PNS Gol I dan GoL II Gamda/Ekonomi KEI.A,S 4 BISNTS EKONOMI

MOH. IIOMANTO


